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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

NO. INDIKATOR PERTANYAAN 

1. Transparansi  

1. Apakah kebijakan tersebut mengungkapkan 

kemudahan akses  untuk mendapatkan informasi 

terkait fungsi dan kinerja dari organisasi ? 

2. Bagaimana bentuk trnsparansi dalam mendpat 

Informasi terkait kebijakan E-katalog? 

  

2. Pertanggung jawaban 

1. Apakah terdapat konsekuensi atas kinerja organisasi 

? 

2. Bagaimana bentuk konsekuensi tersebut ? 

 

3. Pengendalian  

1. Apakah organisasi melakukan sesuai yang di 

targetkan dalam mengimplementasikan kebijakan 

tersebut ? 

2. Bagaimana cara agar organisasi bisa mejalankan 

kebijakan tersebut  dengan tepat sesuai dengan 

kebijakan tersebut ?  

4. Tanggung jawab 
1. Apakah organisasi mengikuti aturan yang berlaku ? 

2. Bagaimmana bentuk aturan tersebut ? 

5. Responsivitas  

1. Apakah organisasi memenuhi target yang sesuai 

kebutuhan atau permintaan dari adanya kebijakan 

tersebut ? 

2. Bagaimana bentuk dalam memenuhi harapan atau 

target dari kebijakan tersebut ? 
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